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KEMENHUB. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Sektor Transportasi. Standar
Kegiatan Usaha dan Produk.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 12 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
perlumenetapkanPeraturan Menteri Perhubungan tentang
Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020Nomor245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
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Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan(Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756).

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR
KEGIATAN USAHA DAN PRODUK PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR
TRANSPORTASI.

Pasal 1

Menteri menetapkan Standar Kegiatan Usaha danProduk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini.

Pasal 2

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua

Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha dan
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produk dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Sektor
Transportasi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak

bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan
sejak  proses perizinan Dberusaha dilakukan secara
keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 April 2021

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 12 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KEGIATAN USAHA DAN
PRODUK PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS
RISIKO SEKTOR TRANSPORTASI

STANDAR USAHA

STANDAR USAHA

ANGKUTAN BARANG KHUSUS

NO

KBLI 49432 ANGKUTAN BERMOTOR UNTUK BARANG KHUSUS

Ruang Lingkup

Standar ini memuat pengaturan yang terkait dengan
aktivitas operasional angkutan barang dengan
kendaraan bermotor untuk barang yang secara
khusus mengangkut satu jenis barang, seperti
angkutan bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil
olahan, LPG, LNG dan CNG, angkutan barang
berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun,
angkutan barang alat-alat berat, angkutan peti
kemas, angkutan tumbuhan hidup, angkutan hewan

hidup dan pengangkutan kendaraan bermotor.

Istilah dan

Definisi

1. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari
satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

2. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang
dirancang sebagian atau seluruhnya untuk

mengangkut barang.
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